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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian mengenai Tinjauan terhadap Upaya atau
langkah-langkah yang dilakukan oleh POLRI dalam menanggulangi
penggunaan senjata api secara melawan hukum oleh masyarakat sipil.
1. Upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri antara lain:
a. Langkah Preventif
1) Melakukan upaya pengawasan dan pengontrolan terhadap
penggunaan senjata api secara melawan hukum oleh masyarakat
sipil sehingga dapat menghambat penggunaan Senjata api.
2) Melakukan tes kesehatan dan tes psikologi terhadap masyarakat
sipil yang ingin mendapatkan kepemilikan senjata api secara legal.
3) Melakukan registrasi ulang terhadap ijin kepemilikan senjata api
oleh masyarakat sipil.
4) Melakukan operasi khusus setiap enam bulan sekali.
b. langkah Represif
Melakukan penangkapan dan memproses secara hukum
terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api secara
melawan hukum tersebut sesuai dengan aturan-aturan Undang-
Undang No.12 Tahun 1951 tentang Senjata api dan Hukum acara yang

berlaku.
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2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polri antara lain:

a. Adanya perdagangan secara ilegal.

b. Adanya anggaran atau biaya yang belum terpenuhi,kualitas sumber
daya manusia yang belum seimbang,kurang canggihnya alat,adanya
pihak kepolisian yang menjadi backing.

c. Belum semua anggota masyarakat memberikan respon yang positif
untuk mendukung upaya polri dalam menanggulangi penggunaan

senjata api.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai tinjauan terhadap upaya
Polri dalam menanggulangi penggunaan senjata api secara melawan hukum
oleh masyarakat sipil,penulis bermaksud memberikan sarannya sebagai
berikut:
1. Melakukan pengawasan dan pengontrolan secara ketat pada pemilik dan
penggunaan senjata api tersebut.
2. Meningkatkan kinerja Kepolisian sebagai aparat penegak hukum secara
tegas dalam menanggulangi penggunaan senjata api secara melawan
hukum oleh masyarakat sipil.

3. Mengadakan registrasi ulang ijin kepemilikan senjata api.
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